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Abstrak: Sejarah pembentukan dan pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia sesungghnya
tidak terlepas dari dialektika evolusi antropologi hukum yang terjadi dari masa ke masa.
Penggerak evlousi ada pada semangat dakwah Islamiyah yang menerapkan teori inkulturasi
namun tereduksi dengan semangat akulturasi yang melahirkan Arabisasi Islam. Pembaharuan
hukum keluarga Islam di Indonesia dikarenakan adanya tuntutan perubahan zaman,
perkembangan ilmu pengetahuan, pengaruh globalisasi ekonomi, pengaruh reformasi dalam
berbagai bidang hukum, dan juga pengaruh pembaruan pemikiran Islam yang mengharuskan pintu
ijtihad senantiasa terbuka untuk menemukan hukum baru terhadap persoalan baru dalam hukum
keluarga. Pembaruan hukum keluarga dalam kompilasi hukum islam dalam perkawinan adalah
pencatatan perkawinan, talik talak, menikahkan wanita hamil karena zina, persetujuan untuk
dilangsungkannya pernikahan, usia minimal yang diperbolehkan kawin, harta bersama dalam
perkawinan dan talak dan lian

Abstract: The history and family law of Islam in Indonesia cannot be separated from the dialectic of the
evolution of legal anthropology that has occurred from time to time. The driving force for evolution is in the
spirit of Islamic da'wah which applies the theory of inculturation but is reduced to the spirit of acculturation
that gave birth to the Arabization of Islam. The renewal of Islamic family law in Indonesia is due to the changing
times, the development of science, the influence of economic globalization, the influence of reforms in various
fields of law, and also the influence of Islamic considerations which require the door of ijtihad to be open to
find new problems against new laws in family law. Family law reform in the compilation of Islamic law in
marriage is registration of marriage, talak, marrying pregnant women because of adultery, approval for
marriage, minimum age allowed to marry, joint property in marriage and divorce and other
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LATAR BELAKANG

Syari'ah atau Hukum Islam bagi setiap muslim lebih daripada sekadar hukuni agama, ia adalah
hukum Allah, dan dengan demikian, secara esensial tidak dapat diuhah. Disamping im ia menjangkau
setiap segi kehidupan dan setiap bidang hukum. Karcnaitu, dalam teori, ia tidak dapat ditandingi oleh
hukum manapun, bahkan ketetapan-ketetapannya sama sckali tidak dapat diganggu gugat.

Hukum keluarga Islam sebagai tawaran untuk menyelesaikan beberapa permasalahan, sebab
hukum keluarga dianggap sebagai inti syariah. Pada hakikatnya bukan dimaksudkan untuk mengajarkan
kepada umat Islam agar kelak dalam berumah tangga dapat mempraktekkannya, akan tetapi hukum
disini bersifat solutif, artinnya hukum Islam memberikan solusi-solusi dalam menyelesaikan
permasalahan keluarga yang terjadi. Akan tetapi terkadang, hukum-hukum yang telah ada belum dapat
dipahami terkait hikmah dan filsafatnya, sehingga berakibat kepada anggapan hukum Islam yang tidak
lagi representatif dalam menyelesaikan perkara perdata keluarga Islam. Secara historis, berbagai
regulasi hukum keluarga di Indonesia dijabarkan secara personal oleh para ulama atas dasar pembacaan
dan pembelajaran mereka dari guru-guru mereka. Pada sisi inilah maka progresivitas hukum menjadi
terhambat karena penjelasan dari para ulama dianggap sakral dan tidak boleh dipertentangkan apalagi
dievaluasi dan direvisi. Tidak bisa dipungkiri bahwa era stagnasi (jumud) ilmu pernah terjadi pada masa
lalu akibat sakralisasi masyarakat terhadap ulama, baik pribadinya maupun pemikirannya.

Dalam sistem hukum apapun dan di manapun di dunia ini, hukum mengalami perubahan,
pembaharuan. Bagi hukum tanpa kitab suci atau hukum wadh’i, perubahan atau pembaharuan hukum
itu dilakukan untuk menyesuaikan hukum dengan perkembangan sosial dan kebutuhan masyarakat. Ini
tentu terkait dengan sifat dasar dan ruang lingkup hukum (wadh’i) itu sendiri, yaitu aturan yang dibuat
oleh manusia untuk mengatur hubungan hidup antara manusia dengan manusia serta penguasa dalam
masyarakat.

Pembaharuan hukum keluarga karenanya merupakan keharusan sejarah karena fenomena sosial
kemasyarakatan tidaklah statis atau tetap, melainkan selalu berubah. Jadi, selain bersifat permanen,
hukum juga berubah. Hukum selain bersifat statis dan tetap, pada saat yang sama juga berubah dan
diperbaharui agar sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Hukum Islam baik dilihat
sebagai produk ilmu maupun sebagai ilmu, serta dari perspektif tajdid niscaya memerlukan perubahan
dan pembaharuan.

Di Indonesia, upaya konkret pembaruan hukum keluarga Islam dimulai sekitar tahun 1960-an
yang kemudian berujung lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebelum
hukum perkawinan diatur, urusan perkawinan diatur melalui beragam hukum, antara lain hukum adat,
hukum Islam tradisional, ordonasi perkawinan Kristen, hukum perkawinan campuran dan sebagainya
sesuai dengan agama dan adat istiadat masingmasing penduduk. Upaya pembaruan hukum keluarga
berikutnya terjadi pada masa Menteri Agama Munawir Syadzali. Upaya ini ditandai dengan lahirnya
Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada tanggal 10 Juni 1991 yang materinya mencakup aturan perkawinan,
kewarisan dan perwakafan yang diperuntukkan untuk umat Islam.

Saat ini umat Islam di Indonesia merasa nyaman dengan kehadiran Kompilasi Hukum Islam dan
berimplikasi pada sakralitas baru sehingga KHI seolah-olah tidak lagi dapat dievaluasi apalagi direvisi.
Padahal, sejarah banyak mencatat dan menggambarkan tentang evolusi hukum termasuk dalam hal
hukum keluarga. Oleh karena itu, melalui pendekatan historis, makalah ini akan menggambarkan secara
holistik sejarah evolusi hukum keluarga Islam di Indonesia seputar konsep, metode dan model
pembaharuannya serta aspek pembaharuan yang dilakukan.

Permasalahan. Dalam makalah singkat ini yang menjadi pokok masalahnya adalah bagaimana
sejarah pembaharuan hukum keluarga Islam, Apa pembaharuan hukum keluarga Islam. Faktor-faktor
Penyebab Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia dan metode pembaharuan yang dilakukan di
Negara Indonesia.
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HASIL DAN DISKUSI
Sejarah Pembaharuan Hukum keluarga Islam

Dalam literatur hukum islam kontemporer, kata “pembaharuan” silih berganti di pergunakan
dengan kata reformasi, modernisasi, reaktualisasi, dekonstruksi, rekonstruksi, tarjih, islah, dan tajdid.
Diantara kata-kata tersebut yang paling banyak dipergunakan adalah kata reformasi, islah, dan tajdid.
Reformasi berasal dari bahasa inggris “Reformation” yang berarti membentuk atau menyusun kembali.
Tajdid mengandung arti membangun kembali, menghidupkan kembali, menyusun kembali atau
memperbaiki agar dapat dipergunakan sebagaimana yang diharapkan. Sedangkan kata islah diartikan
dengan perbaikan atau memperbaiki.

Maka pembaruan hukum keluarga islam dapat diartikan sebagai upaya dan perbuatan melalui
proses tertentu dengan penuh kesungguhan yang dilakukan oleh mereka yang mempunyai kompetensi
dan otoritas dalam pengembangan hukum keluarga islam dengan cara-cara yang telah di tentukan
berdasarkan kaidah-kaidah istinbat hukum yang di benarkan sehingga menjadikan hukum keluarga
islam dapat tampil lebih segar dan modern, tidak ketinggalan zaman. Dengan demikian, yang dimaksud
dengan pembaruan hukum keluarga islam adalah pembaruan yang dilakukan meliputi al i’adah
(mengembalikan), al ibanan (memurnikan) dan al ihya (menghidupkan) (Sofyan dan Sumitro, 1994).

Pembaruan hukum keluarga islam disebabkan karena adanya perubahan kondisi, situasi, tempat
dan waktu sebagai akibat dari faktor-faktor di atas. Dan adapun beberapa orang pembaru hukum
keluarga islam di indonesia yang banyak memberi kontribusi dalam perkembangan hukum keluarga
islam, diantaranya : Hasbi ash-Shiddieqy, Hasan Bangil, Harun Nasution, Hazairin, Ibrahim Husen,
Munawir Syadzali, Busthanul Arifin dan pembaru lainnya (Manan, 2006)

Pembaharuan Hukum keluarga Islam

Pembaruan hukum keluarga Islam Indonesia dimulai tahun 1960an yang menghasilkan UU No.
1 tahun 1974 tentang Perkawinan. UU No. 1 tahun 1974 ini adalah undang-undang pertama di Indonesia
yang mengatur tentang perkawinan secara nasional. Sebelumnya, masalah perkawinan diatur melalui
berbagai macam hukum, yaitu (Prodjodikoro, tt: 77):

a.Hukum adat bagi warga negara Indonesia asli

1) Hukum Islam bagi warga negara Indonesia asli yang beragama Islam;

2) Ordonansi perkawinan Indonesia Kristen bagi warga negara Indonesia yang beragama
Kristen di Jawa, Minahasa, dan Ambon;

3) KUH Perdata bagi warga negara Indonesia keturunan Eropa dan Cina, dan;

4) Peraturan perkawinan campuran bagi perkawinan campuran.

Sangat terlihat jelas di sini bahwa tujuan dari UUP No. 1 tahun 1974 adalah unifikasi atau
penyeragaman hukum yang sebelumnya sangat beragam. Idealnya, sebagai suatu produk hukum, UUP
No. 1 tahun 1974 perlu dikaji sejauh mana efektifitasya dalam mengatur perilaku masyarakat di bidang
perkawinan. Namun sampai kini setelah 32 tahun berlalu belum terlihat upaya-upaya serius untuk
mengevaluasi sejaun mana efektifitas UUP No. 1 tahun 1974 sebagai sumber hukum dan apakah masih
relevan digunakan sampai sekarang.

Faktor-faktor Penyebab Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia

Menurut para pakar hukum keluarga Islam di Indonesia, pembaharuan hukum Islam yang terjadi
saat ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk di dalamnya hukum keluarga.

1) Untuk mengantisipasi kekosongan hukum karena norma-norma yang terdapat dalam
kitab-kitab figih tidak mengaturnya, sedangkan kebutuhan masyarakat terhadap hukum terkait masalah
yang baru terjadi sangat mendesak untuk diterapkan;

2) Pengaruh globalisasi dan IPTEK sehingga perlu ada aturan hukum yang mengaturnya,
terutama masalah-masalah yang belum ada aturan hukumnya;

¥ ]
1396 Masodi




JURNAL KOLABORATIF SAINS VOLUME 6 ISSUE 10 OKTOBER 2023
e

3) Pengaruh reformasi berbagai bidang yang memberikan peluang terhadap hukum Islam
untuk bahan acuan dalam membuat hukum nasional;
4) Pengaruh pembaharuan pemikiran hukum Islam yang di laksanakan oleh para mujtahid

baik tingkat internasional ataupun nasional.

Pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia disebabkan karena adanya perubahan kondisi,
situasi tempat dan waktu sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dikemukakan di atas. Perubahan
ini adalah sejalan dengan teori gaul gadim dan gaul jadid yang dikemukakkan oleh Imam Syafi’i, bahwa
hukum dapat juga berubah karena berubahnya dalil hukum yang diterapkan pada peristiwa tertentu
dalam melaksanakan maqasyid syari’ah. Dengan memperhatikan uraian diatas dapat diketahui bahwa
pembaharuan hukum keluarga Islam telah terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama, berproses
dengan kondisi dan situasi serta sesuai dengan tuntutan zaman. Hal ini disebabkan karena norma-norma
yang terkandung dalam kitab-kitab figh sudah tidak mampu lagi memberi solusi terhadap masalah baru
yang terjadi. Dalam kaitan ini J.N.D. Anderson mengatakan bahwa hukum keluarga dianggap sebagai
inti syariah, karena bagian inilah yang oleh umat Islam dianggap sebagai pintu gerbang untuk masuk
lebih jauh ke dalam wilayah agama dan masyarakat.

Metode pembaharuan yang dilakukan di Negara Indonesia

Pembaruan pemikiran hukum Islam pada masa kontemporer, umumnya berbentuk tawaran-
tawaran metodologi baru yang berbeda dengan metodologi klasik. Paradigma yang digunakan lebih
cendrung menekankan wahyu dari sisi konteksnya. Hubungan antara teks wahyu dengan perubahan
sosial tidak hanya disusun dan dipahami melalui interpretasi literal tetapi melalui interpretasi terhadap
pesan universal yang dikandung oleh teks wahyu. Ada dua konsep dalam pembaruan, yakni; (1) konsep
konvensional, dan (2) konsep kontemporer yang muncul dalam melakukan pembaruan hukum keluarga
Islam kontemporer dalam bentuk kodifikasi. Penerapan metode konvensional, para ulama terlihat dalam
berijtihad dan menerapkan pandanagn hukumnya dengan mencatat ayat al Quran dan Sunnah. Para ahli
menetapkan, ada beberapa cirihas atau karasteristik metode penetapan hukum Islam (figh) yaitu;
menggunakan pendekatan parsial (global), kurang memberikan perhatian terhadap sejarah, terlalu
menekankan pada kajian teks/harfiah, metodologi figh seolah-olah terpisah dengan metodologi tafsir,
terlalu banyak dipengaruhi budaya-budaya dan tradisi-tradisi setempat, dan dalam beberapa kasus di
dalamnya meresap praktek-praktek tahayul, bid’ah.

dan kufarat, khususnya yang berkaitan dengan ibadah. Masuknya unsur politik di dalamnya atau
pengaruh kepentingan penguasa dalam menerapkan teori-teori figh. Sedangkan metode kontemporer
pada prinsipnya metode pembaruan yang digunakan dalam melakukan kodifikasi hukum keluarga Islam
kontemporer di Indonesia yaitu: 1) Takhayyur yaitu memilih pandangan salah satu ulama figh, termasuk
ulama di luar madzhab, takhayyur secara substansial disebut tarjih. 2) Talfig, yaitu mengkombinasikan
sejumlah pendapat ulama (dua atau lebih) dalam menetapkan hukum satu masalah. 3) Takhshish al-
gadla, yaitu hak negara menbatasi kewenangan peradilan baik dari segi orang, wilayah, yuridiksi dan
hukum acara yang ditetapkan. 4) Siyasah syar’iyah yaitu kebijakan penguasa menerapkan peraturan
yang bermanfaat bagi rakyat dan tidak bertentangan dengan syari’ah, reinterpretasi nash terhadap nash
(al Quran dan sunnah).

Menurut khairuddin (2007:47) sifat dan metode reformasi yang digunakan di negara-negara
muslim modern (termasuk Indonesia) dalam melakukan pembaruan hukum keluarga Islam dapat
dikelompokkan menjadi dua yaitu: 1) Intra doctrinal reform tetap merujuk pada konsep figh
konfensional dengan cara; tahyir (memilih pandangan salah satu ulama figh, termasuk ulama diluar
madzhab), dapat pula disebut tarjih, dan talfigq, (mengkombinasikan sejumlah pendapat). 2) Extra
doctrinal reform pada prinsipnya tidak lagi merujuk pada konsep figh konvensional tapi merujuk pada
nash al Quran dan sunnah dengan melakukan penafsitran ulang terhadap nash (reinterpretasi).
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Analisis Pembaruan Hukum Keluarga dalam Kompilasi Hukum Islam dalam perkawinan

Terbentuknya hukum Islam (hukum keluarga) yang tertulis, sebenarnya sudah lama menjadi
kebutuhan dan keinginan masyarakat muslim. Sejak diundangkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama, yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum
keluarga, rasanya sangat diperlukan adanya hukum keluarga Islam di Indonesia tertulis. Sehingga
munculah gagasan penyusunan Kompilasi Hukum Islam dalam rangka mencari pola figh yang bersifat
khas Indonesia atau figh yang bersifat kontekstual.

Kemunculan KHI di Indonesia dapat dicatat sebagai sebuah prestasi besar yang dicapai umat
Islam. Setidaknya dengan adanya KHI itu, maka saat ini di Indonesia tidak akan ditemukan lagi
pluralisme putusan hakim pengadilan agama, karena kitab yang dijadikan rujukan hakim adalah sama.
Selain itu figh yang selama ini tidak positif, telah ditransformasikan menjadi hukum positif yang berlaku
dan mengikat seluruh umat Islam Indinesia. Lebih penting dari itu, KHI diharapkan akan lebih mudah
diterima oleh masyarakat Islam Indonesia karena digali dari tradisi-tradisi bangsa Indonesia. KHI telah
menjadi buku hukum atau pedoman hukum, bersifat mandiri dan hasil ijtihad pakar figh Indonesia.
Menurut Cik Hasan Bisri, Kompilasi Hukum Islam merupakan upaya akomodatif dari mazhabmazhab
figh klasik. Kendatipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa materi hukum dalam KHI masih
didominasi oleh mazhab Syafi’i.

Peraturan yang ada dalam KHI untuk bidang hukum perkawinan tidak lagi hanya terbatas pada
hukum subtantif saja yang memang seharusnya menjadi porsi dari kompilasi, akan tetapi sudah cukup
banyak memberikan peraturan tentang masalah prosedural yang seharusnya termasuk dalam porsi
undang-undang perkawinan. Walaupun pada dasarnya, ada beberapa pasal dalam Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki kesamaan yang termuat dalam KHI. Adapun
perbedaan (hal-hal baru) yang termuat dalam KHI merupakan sebagai kemajuan dari pengembangan
hukum keluarga di Indonesia.

Sebagai pengembangan dari hukum perkawinan yang tertuang dalam UndangUndang
Perkawinan, maka KHI tidak boleh lepas dari misi yang diemban oleh undangundang tersebut,
kendatipun cakupannya hanya terbatas bagi kepentingan umat Islam, antara lain, kompilasi mutlak harus
mampu memberikan landasan hukum perkawinan yang dapat dipegangi oleh umat Islam.

Pencatatan perkawinan

Pasal 5 KHI menyebutkan “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap
perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai
Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Jo. Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 1954. Jika kita melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka kata harus yang
tercantum dalam pasal 5 tersebut bermakna wajib begitu juga dalam hukum Islam.

Dengan demikian menurut KHI, perkawinan yang tidak dicatat dan dilakukan di luar pengawasan
Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Pasal 5 tersebut dikuatkan pasal 7, yang
menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai
Pencatat Nikah. Sehingga dapat dikatakan bahwa, pencatatan perkawinan merupakan kewajiban bagi
setiap orang Islam yang melangsungkan perkawinan. Pencatatan perkawinan yang dimaksudkan dalam
KHI harusnya berkaitan dengan sah tidaknya suatu perkawinan yang dilaksanakan, karena pencatatan
perkawinan tersebut berkaitan dengan hubungan keperdataan, yakni perkawinan yang tidak dicatat oleh
pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum menurut hukum yang berlaku di Indonesia,
sehingga tidak sah perkawinan tersebut menurut hukum Islam. Hal itu dilakukan agar setiap orang yang
berkaitan dengan terjadinya perkawinan tersebut dapat dijamin hak-haknya menurut peraturan
perundangan-undangan di Indonesia.

Talik talak
Dalam KHI pasal 45 disebutkan bahwa kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian
perkawinan dalam bentuk talik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
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Artinya KHI membenarkan cara lain bagi seorang isteri untuk dapat bercerai dari suaminya, yaitu
melalui institusi talik talak. Meskipun cara perceraian yang paling umum dilakukan dalam ikatan
perkawinan orang-orang Islam Indonesia adalah melalui institusi talak. Pembaharuan terhadap hukum
keluarga tersebut dilakukan mengingat, merupakan hal yang biasa bagi suami mengucapkan talik talak
pada saat memulai suatu perkawinan, dimana ia mengajukan syarat bahwa, jika ia menyakiti isterinya
atau tidak menghiraukannya selama jangka waktu tertentu, maka pengaduan isteri terhadap pengadilan
agama akan menyebabkan isteri tersebut terceraikan.

Menikahkan wanita hamil karena zina.

KHI juga menganut pembaruan dengan lintas mazhab (intra-doctrinal reform). Pembaruan model
ini dapat diperhatikan pada ketentuan bolehnya menikahkan wanita hamil karena zina dengan pria yang
menghamilinya (Pasal 53 ayat (1) KHI) dan anak yang dilahirkannya menjadi anak yang sah. Akibatnya,
anak tersebut memiliki hubungan nasab pada keduanya tanpa harus melihat terlebih dahulu apakah anak
zina yang dikandungnya itu lahir setelah atau sebelum enam bulan dari hari pernikahannya (Pasal 99
huruf a KHI).

Konsekuensi hukumnya, anak yang lahir tersebut mendapatkan kewarisan dari keduanya dan dari
keluarga keduanya tanpa memperhitungkan apakah ia lahir setelah enam bulan atau sebelumnya
terhitung dari hari pernikahannya (ibad dan Rasito, 2006:101). Ketentuan tentang status hukum anak
zina tanpa mempertimbangkan kapan kelahirannya yang tertuang dalam Pasal 99 huruf a KHI ini
bersumber dari mazhab Hanafi, sedangkan umat Islam Indonesia pada umumnya menganut mazhab
Syafi’i. Hal ini menunjukkan adanya pembaruan dengan lintas mazhab. Meskipun ketentuan pasal ini
menganut mazhab Hanafi, para penyusun Kompilasi Hukum Islam tetap memasukkan dalam pasal KHI.
Alasan mereka adalah bahwa dalam hal ini, pendapat mazhab Hanafi lebih memberikan kemaslahatan
hukum bagi masyarakat muslim Indonesia. Bagi mereka, berpindah mazhab boleh dilakukan asalkan
dalam satu rangkaian hukum.

Persetujuan untuk dilangsungkannya pernikahan.

Pembaruan model lintas mazhab (intra-doctrinal reform) juga terjadi pada ketentuan mengenai
keharusan adanya persetujuan untuk dilangsungkannya pernikahan. Jika ternyata perkawinan itu tidak
didasarkan atas persetujuan kedua mempelai, maka dapat dibatalkan (Pasal 71 huruf a dan f KHI).
Ketentuan dalam pasal ini tidak membedakan antara wanita yang masih perawan dan wanita yang sudah
janda bagi calon mempelai wanita. Keduanya dianggap sama dalam aspek hukumnya (ibad dan Rasito,
2006:101). Para ulama figh sepakat bahwa calon mempelai pria tidak dapat dipaksa untuk menikah dan
pernikahannya didasarkan atas kehendak dan persetujuannya.

Akan tetapi, para ulama figh membedakan status hukum bagi calon mempelai wanita antara yang
masih perawan dan yang sudah janda. Bagi mazhab Hanafi, persetujuan calon mempelai wanita baik
yang masih perawan maupun yang sudah janda menjadi syarat untuk dapat dilangsungkannya
pernikahan. Bagi mazhab ini, wali tidak menjadi rukun nikah. Dengan demikian, wali tidak berhak
memaksa terhadap calon mempelai wanita untuk dinikahkan. Mazhab Maliki dan Syafi’i membedakan
calon mempelai wanita dewasa antara yang masih perawan dan yang sudah janda. Bagi kedua mazhab
ini, persetujuan dari calon mempelai wanita dewasa yang sudah janda menjadi syarat untuk dapat
dilangsungkan pernikahannya. Sedangkan calon mempelai wanita dewasa yang masih perawan tidak
perlu dimintai persetujuannya terlebih dahulu. Walinya dapat saja memaksanya untuk menikahkan
dengan pria yang sebanding (kafa'ah) dengannya. Ketentuan dalam Pasal 71 huruf d dan f KHI ini
sejalan dengan pandangan mazhab Hanafi dan pasal ini meninggalkan pandangan mazhab utama yang
dianut oleh masyarakat Indonesia yaitu mazhab Syafi’i.

Usia minimal yang diperbolehkan kawin.
Pembaruan selanjutnya yang terdapat dalam KHI dapat dilihat pada ketentuan usia minimal yang
diperbolehkan kawin, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi wanita28 (Pasal 15 ayat (1) KHI)
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serta kedua calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang
tua masingmasing karena dianggap belum mandiri secara hukum (Pasal 15 ayat (2) KHI). Para ulama
figh tidak menentukan batas usia minimal bagi sah dan dapat dilangsungkannya perkawinan. Mereka
juga tidak mensyaratkan dewasa (baligh) sebagai syarat sah dan dapat dilangsungkannya perkawinan.
Bahkan, mereka memandang bahwa nikahnya anak perempuan yang masih kecil dengan anak laki-laki
yang masih kecil adalah sah. Pembatasan umur pernikahan dalam KHI dimaksudkan agar tujuan dari
pernikahan dapat tercapai. Selain itu, hal yang belum dibahas dalam kitab figh klasik adalah ketentuan
mengenai status anak yang lahir dari rahim istrinya, tetapi hasil dari pembuahan di luar rahim melalui
proses inseminasi buatan. (Pasal 99 huruf b KHI).

Harta bersama dalam perkawinan.

Pasal 85-97 tidak menyebutkan mengenai proses terjadinya harta bersama, seperti yang diatur
pasal 35 Undang-Undang Nomorl Tahun 1974. Akan tetapi, pasal 1 huruf f dirinci bahwa harta
kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama
suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa
mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Harta bersama suami isteri pada dasarnya tidak dikenal,
karena hal ini tidak dibicarakan secara khusus dalam kitab figh. Konsep harta bersama dalam
perkawinan meruakan produk hukum Adat yang tereduksi dari nilai-nilai kearifan lokal sebagai bentuk
keseimbangan hak antara suami isteri dalam kehidupan perkawinan. Pasal-pasal selanjutnya dari
kompilasi memberikan pengaturan cukup rinci mengenai masalah harta bersama ini, yang diperoleh
selama perkawinan, oleh karenanya, dimiliki secara bersama oleh keduanya.

Talak dan lian

Pembaruan juga dapat dilihat dalam ketentuan mengenai talak dan li'an yang dapat diakui jika
dinyatakan di depan sidang Pengadilan Agama (Pasal 117 dan 128 KHI). Sebagai konsekuensinya talak
jatuh terhitung sejak dinyatakan di depan sidang Pengadilan Agama (Pasal 123 KHI). Dengan begitu
iddah talak raj'T terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum
yang tetap (Pasal 153 ayat (4) KHI).

KESIMPULAN

Hukum keluarga menempati posisi sangat penting dalam hukum Islam, berkaitan dengan
kontribusinya yang amat signifikan dalam upaya menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib dan
harmonis. Itulah sebabnya di banyak negara Islam atau yang mayoritas warganya beragama Islam
utamanya Indonesia, bidang hukum keluarga senantiasa mendapatkan apresiasi tinggi yang
dimanifestasikan dalam bentuk upaya berkelanjutan untuk legislasi hukum Islam menjadi hukum positif
ke dalam produk perundang-udangan. Pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia dikarenakan
adanya tuntutan perubahan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan, pengaruh globalisasi ekonomi,
pengaruh reformasi dalam berbagai bidang hukum, dan juga pengaruh pembaruan pemikiran Islam yang
mengharuskan pintu ijtihad senantiasa terbuka untuk menemukan hukum baru terhadap persoalan baru
dalam hukum keluarga. Pembaruan hukum keluarga dalam kompilasi hukum islam dalam perkawinan
adalah pencatatan perkawinan, talik talak, menikahkan wanita hamil karena zina, persetujuan untuk
dilangsungkannya pernikahan, usia minimal yang diperbolehkan kawin, harta bersama dalam
perkawinan dan talak dan lian.
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